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 Security and safety management strategies in organizing the Hajj and Umrah. 

The introduction explains the importance of a comprehensive strategy to 
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theoretical study highlights the concept of the Welfare State and Law Number 
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1. PENDAHULUAN  
Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan kegiatan yang sangat penting bagi umat muslim 

di seluruh dunia. Namun, kegiatan ini juga memiliki risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan 

keselamatan jemaah. Oleh karena itu, strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan 

haji dan umroh sangat penting untuk dilakukan. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan 

haji dan umroh adalah kecelakaan, kerusuhan, dan penipuan. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan jemaah dan citra 

penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga keamanan serta keselamatan jamaah. Beberapa strategi 

yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan pengawasan yang ketat, dan 

memberikan edukasi dan sosialisasi kepada jemaah. Selain itu, perlu juga dilakukan kerjasama dengan pihak-

pihak terkait seperti pemerintah, maskapai penerbangan, dan hotel untuk memastikan keamanan dan 

keselamatan jemaah terjaga dengan baik. 

Latar belakang masalah tentang Strategi Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan dalam 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah penting untuk dipahami karena penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah merupakan kegiatan yang melibatkan jutaan jamaah dari seluruh dunia setiap tahunnya. Kegiatan ini 

memiliki risiko yang tinggi terhadap keamanan dan keselamatan jamaah, sehingga memerlukan strategi 

pengelolaan yang komprehensif untuk meminimalkan risiko tersebut. 

Jumlah jamaah haji dan umrah terus meningkat setiap tahun, menimbulkan tantangan untuk mengelola 

keamanan dan keselamatan, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan jamaah. Peningkatan jumlah 

jamaah juga berdampak pada infrastruktur dan fasilitas yang tersedia, sehingga diperlukan perencanaan yang 

cermat untuk memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang tersedia cukup dan aman untuk jamaah. 

Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah rentan terhadap risiko bencana alam dan kesehatan, 

seperti wabah penyakit, kecelakaan, dan cuaca ekstrem. Pengelolaan keamanan dan keselamatan harus mampu 

mengantisipasi dan menangani risiko-risiko tersebut. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pihak-

pihak terkait, seperti pemerintah, penyelenggara, dan jamaah. 

Perubahan regulasi dan standar operasional baik di tingkat nasional maupun internasional juga 

menuntut penyelenggara untuk terus memperbarui strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan agar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memerlukan pemahaman yang baik terhadap regulasi dan standar 

operasional yang berlaku, serta kemampuan untuk mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan 

ketentuan tersebut. 

Pengawasan terhadap agen perjalanan dan operator wisata juga menjadi krusial dalam konteks 

penyelenggaraan haji dan umrah. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan 

penyelenggara untuk memastikan bahwa agen perjalanan dan operator wisata memenuhi standar yang 

ditetapkan dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan jamaah. 

Perlindungan terhadap hak-hak jamaah, baik secara hukum maupun dalam aspek kesejahteraan fisik 

dan psikologis, merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan. Hal ini 

memerlukan pemahaman yang baik terhadap hak-hak jamaah dan kemampuan untuk memberikan 

perlindungan yang optimal bagi jamaah. 

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan keamanan dan 

keselamatan yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti 

pengawasan terhadap agen perjalanan dan operator wisata, pengelolaan risiko bencana alam dan kesehatan, 

perlindungan hak-hak jamaah, serta koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, 

penyelenggara dapat memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan dengan aman, 

nyaman, dan lancar bagi jamaah. 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
Landasan teori dalam Strategi Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Haji 

dan Umrah didasarkan pada beberapa konsep dan teori yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah, antara lain: 

Konsep Negara Kesejahteraan 

Konsep Negara Kesejahteraan menekankan pada peran negara dalam memastikan kesejahteraan 

masyarakatnya. Konsep ini menempatkan negara sebagai pengatur dan penyedia layanan publik yang 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan 

perlindungan sosial. 
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Konsep negara kesejahteraan, juga dikenal sebagai welfare state, merupakan konsep pemerintahan 

yang mana negara hukum memang menjadi fokus utama pemerintah dengan tujuan untuk menjaga 

kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran mereka. Konsep ini bertujuan untuk menyejahterakan warga 

negara dan mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga sektor ekonomi. Pemerintah memegang 

peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. 

Ciri dasar konsep welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya 

program penjamin kesejahteraan masyarakat. Konsep negara kesejahteraan ini berkaitan dengan upaya negara 

atau pemerintah untuk mengelola seluruh bidang sosial dan ekonomi memang menjadi fokus utama. Harapanya 

kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera secara sosial dan ekonominya. 

Terdapat tiga prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan: 

1. Kepentingan umum: Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai 

kepentingan negara sebagai tetapi kepentingan dari "gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele 

volk in al zijn geledin gen deel uitmaakt". 

2. Sosial: Konsep negara kesejahteraan menekankan pada upaya negara untuk memastikan kesejahteraan 

sosial masyarakat, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia. 

3. Ekonomi: Konsep ini juga menekankan pada upaya negara untuk memantau dan mengelola sektor 

ekonomi serta kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Konsep negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga 

kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran mereka. Konsep ini mencakup berbagai bidang, mulai dari 

kesehatan hingga sektor ekonomi.  

Beberapa contoh penerapan konsep negara kesejahteraan meliputi jaminan sosial bagi masyarakat 

serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep negara 

kesejahteraan menjadi obsesi dari kebanyakan pemangku kebijakan pemerintah, yang terlihat dalam Undang-

undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Salah satu contoh penerapan konsep negara 

kesejahteraan di Indonesia adalah jaminan bagi jamaah haji dan umrah untuk menunaikan ibadah mereka 

dengan memberikan kepastian hukum dan keamanan. Meskipun konsep negara kesejahteraan menawarkan 

banyak keuntungan, ada juga kritik terhadapnya, seperti kurangnya kemakmuran dan kebebasan bagi 

masyarakat serta peningkatan pembiayaan dan penggunaan sumber daya manusia yang tidak berkelanjutan. 

Dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah, konsep Negara Kesejahteraan menjadi penting 

dalam memastikan bahwa jamaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai dari pemerintah. 

 Perlindungan dan pelayanan yang memadai bagi jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah sangat penting. Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan jamaah haji dan 

umrah karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pemerintah berusaha memenuhi 

tanggung jawab ini berdasarkan gagasan Negara Kesejahteraan. 

 

Peran Negara dalam Konsep Negara Kesejahteraan 

Konsep Negara Kesejahteraan menempatkan negara sebagai pengatur dan penyedia layanan publik 

yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks penyelenggaraan 

haji dan umrah, peran negara sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

menyelenggarakan dan mengawasi proses ibadah haji dan umrah, serta memastikan bahwa jamaah 

mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai.. 

Konsep Negara Kesejahteraan adalah sebuah konsep yang menempatkan negara sebagai pengatur dan 

penyedia layanan publik yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam 

konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peran negara sangatlah penting. Pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses ibadah haji dan umrah, serta memastikan 

bahwa jamaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai. 

Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pemerintah memiliki beberapa peran penting, antara 

lain: 

1. Menyelenggarakan Ibadah Haji dan Umrah 

 Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menyelenggarakan ibadah haji dan umrah bagi 

warganya, termasuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

2. Mengawasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

 Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 

oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 

dan umrah berjalan dengan baik dan aman bagi jamaah. 

3. Memberikan Perlindungan dan Pelayanan yang Memadai 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230905191048308
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230905221067439


LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren             e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197  

 

 

Strategi Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

(Rayhan et. al.) 

845 

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang 

memadai bagi jamaah haji dan umrah. Hal ini termasuk dalam kewajiban negara untuk melindungi hak-hak 

konsumen dan memberikan pelayanan publik yang baik. 

4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 

dan umrah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan, dan 

memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

Dalam konteks Negara Kesejahteraan, peran negara dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 

sangatlah penting. Pemerintah harus memastikan bahwa jamaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan 

yang memadai, serta memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu proses pengelolaan yang melibatkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa ibadah haji berjalan dengan 

lancar dan aman bagi jamaah. Dalam konteks ini, peran negara sangatlah penting dalam memastikan bahwa 

jamaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai. 

 Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses ibadah haji dan 

memastikan bahwa jamaah mendapatkan perlindungan dan layanan yang memadai. Ini termasuk 

menyelenggarakan proses ibadah, memastikan bahwa jamaah dilindungi dan dilayani, dan memastikan bahwa 

ibu keluarga mendapatkan dukungan moral dan materi untuk menjalani haji dan umrah.  

 Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan ibadah haji dan 

umrah, serta hak dan kewajiban jamaah haji dan umrah. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, seperti peningkatan 

kualitas pelayanan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pengawasan. 

Dalam hal ini, manajemen penyelenggaraan ibadah haji juga sangat penting untuk memastikan bahwa 

proses ibadah berjalan dengan lancar dan aman bagi jamaah. Manajemen ini mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan ibadah haji 

telah dipersiapkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

 Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pengorganisasian termasuk 

pengaturan dan pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan pengaturan logistik. 

Perencanaan juga mencakup menentukan jumlah jamaah, jadwal, dan kondisi yang sesuai untuk menjaga 

kesejahteraan masyarakat. Menjalankan proses ibadah, memastikan bahwa semua orang hadir, dan mengawasi 

proses, kualitas pelayanan, dan infrastruktur adalah semua bagian dari pelaksanaan. Di sisi lain, evaluasi 

mencakup pengujian proses penyelenggaraan ibadah, kualitas pelayanan, dan infrastruktur. 

 Dalam konteks Indonesia, manajemen penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan 

atau melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji yang meliputi pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan 

ibadah haji. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manajemen penyelenggaraan ibadah haji 

dilakukan secara professional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan. 

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama di 

Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji meliputi pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Oleh 

karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manajemen penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara 

professional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan. 

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji meliputi beberapa aspek, antara lain: 

1. Pelayanan 

Pelayanan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. 

Pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan 

yang diberikan meliputi pendaftaran, bimbingan manasik, penyiapan dokumen, pemeriksaan kesehatan, 

pengasramaan dan catering, serta transportasi domestik dan udara bagi jamaah. 

2. Perlindungan 

Perlindungan merupakan aspek penting dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. 

Pemerintah harus memastikan bahwa jamaah mendapatkan perlindungan yang memadai selama 

menjalankan ibadah haji. Perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan sebagai warga negara 
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Indonesia, penggunaan paspor dan dokumen lainnya, pemberian kenyamanan transportasi dan 

pemondokan selama di Tanah Air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke Tanah Air. 

 

3. Pelaksanaan Ibadah Haji 

Pelaksanaan ibadah haji merupakan aspek penting dalam manajemen penyelenggaraan ibadah 

haji. Pemerintah harus memastikan bahwa jamaah dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan 

ketentuan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Pemerintah juga harus 

memastikan bahwa jamaah mendapatkan pembimbingan manasik haji dan materi lainnya, pelayanan 

akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di 

perjalanan maupun di Arab Saudi. 

4. Pengawasan 

Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. 

Pemerintah harus memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan asas keadilan, 

profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Pemerintah juga harus memastikan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan aman, nyaman, tertib, adil, transparan, dan akuntabel. 

Dalam konteks manajemen penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah harus memastikan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. 

Pemerintah juga harus memastikan bahwa jamaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang 

memadai selama menjalankan ibadah haji. Dengan demikian, manajemen penyelenggaraan ibadah haji 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesejahteraan. 

Dalam kesimpulannya, manajemen penyelenggaraan ibadah haji sangatlah penting dalam memastikan 

bahwa ibadah haji berjalan dengan lancar dan aman bagi jamaah. Peran negara dalam hal ini sangatlah penting, 

karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses ibadah haji, serta 

memastikan bahwa jamaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai. Manajemen 

penyelenggaraan ibadah haji mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi, yang semuanya perlu diperhatikan dengan baik untuk memastikan bahwa ibadah haji berjalan dengan 

lancar dan aman bagi jamaah. 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lewat wawancara lebih dalam serta 

observasi partisipatif.Sampel penelitian akan dipilih secara purposive,yang melibatkan invidu yang aktif  dan 

berpengalaman dalam kegiatan tour haji dan umroh. Adapun dalam penelitian ini juga melibatkan referensi 

dari beberapa buku panduan, artikel ilmiah dan jurnal, Analisis data akan dilakukan secara tematik untuk 

mengindentifikasi pola-pola dan beberapa masalah yang muncul.Melalui pendekatan ini dapat diharapkan 

mengatasi serta menyelesaikan  problematika dan perbaikan dalam strategi pengamanan dalam penyelengaraan 

ibadah haji dan umroh 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masukan serta menjadi pedoman bagi para tour guide 

dalam penerapan  keamanan serta keselamatan dalam ibadah haji dan umroh, dan penelitian ini akan membahas 

beberapa faktor, model, serta konsep dalam masalah mengatur keamanan dan keselamatan dalam ibadah  haji 

dan umroh. 

 

 

4. HASIL DAN DISKUSI 
Landasan hasil dan pembahasan tentang Strategi Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan dalam 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah meliputi beberapa aspek penting yang didasarkan pada hasil penelitian dan 

analisis terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Berikut adalah landasan hasil dan 

pembahasannya: 

 

Hasil Analisis Faktor-faktor Penghambat Keamanan Jamaah Umrah 

Hasil analisis faktor-faktor yang menghambat terlaksananya jaminan keamanan jamaah umrah oleh 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Provinsi Bengkulu menjadi landasan penting dalam pengembangan 

strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan. Identifikasi faktor-faktor penghambat tersebut dapat 

memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan risiko yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

ibadah umrah, sehingga strategi yang dikembangkan dapat mengatasi permasalahan yang spesifik dan relevan. 
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Analisis faktor-faktor penghambat keamanan jamaah umrah adalah suatu proses pengkajian terhadap 

faktor-faktor yang dapat menghambat terlaksananya jaminan keamanan jamaah umrah oleh penyelenggara 

perjalanan. Berikut ini adalah hasil analisis faktor-faktor penghambat keamanan jamaah umrah yang dapat 

ditemukan dalam beberapa penelitian: 

Kurangnya pengawasan: Salah satu faktor penghambat keamanan jamaah umrah adalah kurangnya 

pengawasan dari pihak penyelenggara perjalanan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari 

pihak pemerintah atau kurangnya kesadaran dari pihak penyelenggara perjalanan terhadap pentingnya 

pengawasan dalam menjaga keamanan jamaah umrah. 

Kurangnya pemahaman: Faktor penghambat keamanan jamaah umrah lainnya adalah kurangnya 

pemahaman dari jamaah umrah terhadap prosedur keamanan yang harus diikuti selama perjalanan. Hal ini 

dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak penyelenggara perjalanan terhadap jamaah 

umrah. 

Kurangnya fasilitas: Faktor penghambat keamanan jamaah umrah lainnya adalah kurangnya fasilitas 

yang memadai untuk menjaga keamanan jamaah umrah. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya investasi dari 

pihak penyelenggara perjalanan dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk menjaga keamanan 

jamaah umrah. 

Kurangnya koordinasi: Faktor penghambat keamanan jamaah umrah lainnya adalah kurangnya 

koordinasi antara pihak penyelenggara perjalanan dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak keamanan dan 

pihak kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari pihak penyelenggara perjalanan 

terhadap pentingnya koordinasi dalam menjaga keamanan jamaah umrah. 

Kurangnya pengalaman: Faktor penghambat keamanan jamaah umrah lainnya adalah kurangnya 

pengalaman dari pihak penyelenggara perjalanan dalam menghadapi situasi darurat atau keadaan yang tidak 

terduga. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengalaman dari pihak penyelenggara perjalanan 

dalam menghadapi situasi darurat. 

 Peran negara sangat penting dalam mengatasi penghalang keamanan jamaah umrah. Pemerintah 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara perjalanan memenuhi standar keamanan yang 

telah ditetapkan, memberikan perlindungan dan layanan yang memadai kepada jamaah umrah, dan sosialisasi 

dan mendidik jamaah umrah tentang prosedur keamanan yang harus diikuti selama perjalanan. Selain itu, 

pemerintah juga dapat membangun infrastruktur yang memadai untuk menjaga keamanan jamaah umrah. 

Dalam kesimpulannya, analisis faktor-faktor penghambat keamanan jamaah umrah adalah suatu 

proses pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat terlaksananya jaminan keamanan jamaah 

umrah oleh penyelenggara perjalanan. Faktor-faktor penghambat keamanan jamaah umrah meliputi kurangnya 

pengawasan, kurangnya pemahaman, kurangnya fasilitas, kurangnya koordinasi, dan kurangnya pengalaman. 

Peran negara sangatlah penting dalam mengatasi faktor-faktor penghambat keamanan jamaah umrah, dengan 

memastikan bahwa penyelenggara perjalanan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan, serta 

memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah umrah tentang prosedur keamanan yang harus diikuti 

selama perjalanan. 

 

Model Jaminan Keamanan Bagi Jamaah Umrah 

Perumusan model jaminan keamanan bagi jamaah umrah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah 

di Provinsi Bengkulu menjadi landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi pengelolaan 

keamanan dan keselamatan. Model ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi yang komprehensif 

untuk memastikan keamanan dan keselamatan jamaah umrah, termasuk dalam hal pengawasan, manajemen 

risiko, dan perlindungan jamaah. 

Model jaminan keamanan bagi jamaah umrah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Provinsi 

Bengkulu menjadi landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan 

keselamatan. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait dengan model jaminan keamanan bagi jamaah 

umrah: 

Perlindungan keamanan: Model ini mencakup perlindungan keamanan bagi jamaah umrah selama 

perjalanan, termasuk dalam hal pengawasan, manajemen risiko, dan perlindungan jamaah. Perlindungan 
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keamanan melibatkan penyelenggara perjalanan memastikan bahwa jamaah umrah mendapatkan perlindungan 

dan pelayanan yang memadai, serta memastikan bahwa proses ibadah berjalan dengan lancar dan aman. 

Pengawasan: Model ini menekankan pada pentingnya pengawasan oleh penyelenggara perjalanan 

ibadah umrah. Pengawasan melibatkan pengawasan terhadap proses ibadah, pengawasan terhadap kualitas 

pelayanan, dan pengawasan terhadap infrastruktur. 

Manajemen risiko: Model jaminan keamanan bagi jamaah umrah juga menekankan pada manajemen 

risiko yang dihadapi oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Hal ini melibatkan identifikasi potensi 

risiko, analisis risiko, dan pengambilan keputusan untuk mengurangi risiko dan memastikan keamanan jamaah 

umrah. 

Perlindungan jamaah: Model ini menekankan pada perlindungan jamaah umrah selama perjalanan. 

Perlindungan jamaah melibatkan pelindungan terhadap penyalah dan penyalah yang melawan, serta 

memastikan bahwa jamaah umrah mendapatkan dukungan moral dan materi untuk menjalani haji dan umrah. 

Koordinasi: Model jaminan keamanan bagi jamaah umrah menekankan pada koordinasi antara pihak 

penyelenggara perjalanan dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak keamanan dan pihak kesehatan. Koordinasi 

ini melibatkan komunikasi yang efektif, pengaturan, dan pengelolaan yang memadai untuk menjaga keamanan 

jamaah umrah. 

Pelatihan dan pendidikan: Model jaminan keamanan bagi jamaah umrah menekankan pada pelatihan 

dan pendidikan yang diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Pelatihan dan pendidikan ini 

melibatkan penyediakan informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat atau 

keadaan yang tidak terduga. 

Pengembangan infrastruktur: Model jaminan keamanan bagi jamaah umrah juga menekankan pada 

pengembangan infrastruktur yang memungkinkan jamaah lintas ke tempat ibadah, seperti infrastruktur 

transportasi, perumahan, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. 

Dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan, model jaminan keamanan 

bagi jamaah umrah penyelenggara perjalanan umrah di Provinsi Bengkulu menjadi landasan hasil yang 

penting. Model ini menekankan perlindungan keamanan, pengawasan, manajemen risiko, perlindungan 

jamaah, koordinasi, pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan infrastruktur. Secara keseluruhan, model 

jaminan keamanan bagi jamaah umrah penyelenggara perjalanan umrah di Provinsi Bengkulu 

 

Kontribusi terhadap Konsep Kewajiban Pemerintah dalam Memberikan Jaminan Hak Konsumen 

Kontribusi terhadap konsep kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan hak konsumen produk 

maupun jasa yang dikembangkan dari teori welfare menjadi landasan hasil yang penting dalam pengembangan 

strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan. Dengan memperkaya konsep dan teori tentang kewajiban 

pemerintah dalam memberikan jaminan hak konsumen, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan untuk 

pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak jamaah umrah. 

Konsep kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan hak konsumen produk maupun jasa yang 

dikembangkan dari teori welfare menjadi landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi 

pengelolaan keamanan dan keselamatan. Dalam konteks jamaah umrah, konsep welfare state atau negara 

kesejahteraan menempatkan negara sebagai pengatur dan penyedia layanan publik yang bertanggung jawab 

untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dalam hal memberikan jaminan hak konsumen. 

 Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah melindungi hak konsumen, termasuk jamaah umrah, 

dengan memberikan keamanan dan keselamatan selama perjalanan. Ini mencakup penyelenggaraan proses 

ibadah, memastikan perlindungan dan layanan bagi jamaah, serta memastikan bahwa jamaah mendapatkan 

dukungan moral dan materi untuk menjalani haji dan umrah. Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi 

dan edukasi kepada jamaah umrah tentang bagaimana menjalani haji dan umrah. 

 Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan yang 

lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak jamaah umrah. Hal ini melibatkan 

pengembangan regulasi dan kebijakan yang memastikan bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah 

memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan, serta memberikan sanksi bagi penyelenggara perjalanan 

yang melanggar aturan. 
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Dalam kesimpulannya, konsep kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan hak konsumen 

produk maupun jasa yang dikembangkan dari teori welfare menjadi landasan hasil yang penting dalam 

pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk 

melindungi hak konsumen, termasuk hak jamaah umrah, dengan memberikan jaminan keamanan dan 

keselamatan selama perjalanan. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan regulasi dan 

kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak jamaah umrah. 

 

Kajian Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi 

landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan. Dengan 

mendalami undang-undang ini lebih intens, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memastikan 

bahwa negara memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk dalam 

konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi 

landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan. Undang-

undang ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa negara memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

Beberapa poin penting terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen yang dapat diadopsi dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan 

meliputi: 

 Hak atas kenyamanan dan keamanan: Undang-undang ini menyatakan bahwa salah satu hak 

konsumen adalah hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Hal ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa jamaah umrah dan 

masyarakat Indonesia secara keseluruhan mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai selama 

berkonsumsi. 

Perlindungan hukum: Undang-undang ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas 

kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi. Hal ini menjadi landasan hasil yang penting 

dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan, sehingga penyelenggara perjalanan 

ibadah umrah dapat memastikan bahwa jamaah umrah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang 

memadai. 

Sanksi yang tegas: Undang-undang ini menyatakan bahwa sanksi yang tegas bagi pihak yang 

melanggar diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi 

administratif. Hal ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat 

memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar aturan, sehingga memantikan kelangsungan proses 

ibadah dan penyalahannya. 

Koordinasi dengan pemerintah: Undang-undang ini menyoroti koordinasi yang diperlukan antara 

pemerintah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan dan Koperasi dalam menjaga 

perlindungan konsumen. Hal ini menjadi landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi 

pengelolaan keamanan dan keselamatan, sehingga penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat memastikan 

bahwa jamaah umrah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai. 

Pelatihan dan pendidikan: Undang-undang ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pendidikan yang 

diberikan kepada konsumen untuk mengemukan hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan mereka. Hal 

ini menjadi landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan, 

sehingga penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai 

bagi jamaah umrah. 

Dalam kesimpulannya, kajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen menjadi landasan hasil yang penting dalam pengembangan strategi pengelolaan keamanan dan 

keselamatan. Undang-undang ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa negara memberikan jaminan 

keamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230905191048308
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230905221067439


        e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197  

 LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, Vol. 2, No. 2b, Tahun 2024: 842~851 

850 

 

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan Umrah 

Dalam upaya memastikan kesejahteraan jamaah haji dan umrah, perusahaan-perusahaan 

penyelenggara haji dan umrah juga perlu mengadopsi strategi peningkatan kualitas pelayanan. Strategi ini 

mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan keamanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Dengan 

demikian, konsep Negara Kesejahteraan juga perlu diimplementasikan oleh sektor swasta yang terlibat dalam 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

Konsep negara kesejahteraan, atau welfare state, merujuk pada peran negara dalam menjaga 

kesejahteraan masyarakatnya. Secara umum, konsep ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penyediaan 

layanan publik, perlindungan konsumen, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks penyelenggaraan 

ibadah haji dan umrah, konsep negara kesejahteraan juga perlu diimplementasikan oleh sektor swasta yang 

terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini mencakup strategi peningkatan kualitas 

pelayanan, peningkatan keamanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. 

 Perusahaan penyelenggara haji dan umrah harus menerapkan strategi peningkatan kualitas pelayanan, 

yang mencakup berbagai elemen, seperti peningkatan keamanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. 

Peningkatan keamanan melibatkan upaya untuk memastikan bahwa jamaah haji dan umrah mendapatkan 

perlindungan dan layanan yang memadai selama perjalanan mereka, yang mencakup pengawasan yang ketat, 

manajemen risiko, dan koordinasi yang ketat. 

 Selain itu, peningkatan kualitas layanan melibatkan upaya untuk meningkatkan standar pelayanan, 

termasuk fasilitas akomodasi, transportasi, dan panduan ibadah. Hal ini juga mencakup pelatihan dan 

pendidikan bagi petugas penyelenggara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam 

melayani jamaah haji dan umrah. Terakhir, strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, dengan memastikan bahwa jamaah haji dan umrah merasa puas dengan layanan yang diberikan dan 

mendapatkan pengalaman ibadah yang aman dan bermakna. 

 Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sektor swasta diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam memastikan kesejahteraan jamaah haji dan umrah. Selain itu, melalui strategi 

peningkatan kualitas pelayanan, sektor swasta dapat menjadi mitra yang handal bagi pemerintah dalam upaya 

melindungi hak konsumen dan memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan 

demikian, sektor swasta 

 

Pentingnya Keamanan Jamaah 

 Untuk menjaga kepercayaan jamaah terhadap penyelenggara dan sistem manajemen haji dan umroh, 

penyelenggara haji dan umroh harus menjaga jamaah dari ancaman fisik, kecelakaan, penyakit, dan segala 

risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan mereka.  Strategi pengelolaan keamanan dan keselamatan dalam 

penyelenggaraan haji dan umrah dapat dikembangkan secara komprehensif dan terintegrasi dengan 

mempertimbangkan hasil dan diskusi tersebut. Strategi ini dapat mencakup pengawasan, manajemen risiko, 

dan perlindungan jamaah, serta penerapan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan 

keselamatan jamaah. 

 

 

5. KESIMPULAN 
Strategi Keamanan Dan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. Dalam PDF ini, 

menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh memiliki risiko dan masalah yang sering terjadi, 

seperti kecelakaan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan 

terintegrasi untuk meminimalkan risiko dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berjalan 

dengan aman, nyaman, dan lancar bagi jemaah. 

Strategi tersebut meliputi pengawasan, manajemen risiko, dan perlindungan jemaah, serta penerapan 

teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 

Selain itu, penting juga untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah, maskapai 

penerbangan, dan hotel dalam menjaga keamanan dan keselamatan jemaah. 
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Dalam jurnal ini juga  menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan ibadah haji di 

Indonesia. Dengan mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip-

prinsip agama Islam, dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang optimal kepada jemaah haji. 

Dalam kesimpulannya, ini memberikan informasi penting tentang risiko dan masalah dalam 

penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan menjaga keamanan serta keselamatan jemaah. Oleh karena itu, artikel ini dapat menjadi acuan 

bagi penyelenggara ibadah haji dan umroh dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga keamanan 

serta keselamatan jemaah. 
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